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PENETAPAN
Nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah
memutus perkara Cerai Gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara
PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Wiraswasta (Dagang Obat), tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX
Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Wiraswasta (Dagang Bahan Pakaian), tempat tinggal di RT. XXX
RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang
Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di
persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;
[3] DUDUK PERKARA
[3.1] gugatan Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2019
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor
0041/Pdt.G/2019/PA.MbI, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat

yang isi pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 159/08/XI11/2015, tanggal 11 Desember
2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas
dan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikarunia
seorang anak perempuan yang bernama : XXX, lahir pada tanggal 08
Februari 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 (satu) minggu namun setelah itu
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
a. Tergugat tidak cukup memberi nafkah ekonomi untuk kebutuhan
belanja rumah tangga sehari-hari;
b. Tergugat jarang menafkahi batin Penggugat, setiap Penggugat
mengajak berhubungan badan Tergugat selalu menolak dengan alasan
capek, tetapi Tergugat lebih sering menonton Film Porno;
c. Tergugat selalu menolak jika dimintai bantuan oleh Penggugat
dalam semua hal, tetapi jika orang lain yang minta bantuan Tergugat
cepat membantunya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
tanggal 09 Januari 2019 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk
ziarah ke makam anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolak
dengan berbagai alasan, kemudian terjadilah pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya dan
selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
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hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak
berhasil,

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup
lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat
bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama
Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

[3.3] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis Hakim
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Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas upaya
tersebut Penggugat di persidangan pada tanggal 13 Februari 2019,
menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan
Tergugat;

[3.4] Permohonan pencabutan perkara

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

[3.5] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka
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berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita
Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat untuk hadir di
persidangan;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan bahwa
ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

[4.5] Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan
tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu
diminta persetujuan dari Tergugat sehingga maksud Penggugat untuk
mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.
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[4.6] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

[4.7] Pertimbangan penutup

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
Nomor:0041/Pdt.G/2019/PA. Mbl tertanggal 17 Januari 2019
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.646.000,-(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
[6] Pengucapan putusan
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 13
Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440
Hijriyah oleh kami Ahyar Siddiq, S.E.l, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Darda
Aristo, S.H.l. dan Nur Chotimah, S.H.I, M.A. masing-masing sebagai Hakim
Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
dan dibantu oleh Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.L.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Darda Aristo, S.H.l. Nur Chotimah, S.H.l, M.A.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
Proses :Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 555.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai :Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 646.000,-

o M wonN
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